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     Perusahaan multinasional yang salah satu tujuannya untuk memperluas pangsa 
pasar ternyata memiliki permasalahan, salah satunya yaitu praktik transfer pricing 
Transfer Pricing diindikasikan sebagai langkah strategis yang efektif dalam 
melakukan transaksi tentang pengaturan harga secara kompetitif oleh perusahaan-
perusahaan yang berelasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 
bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap 
keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing pada perusahaan 
pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 
2014-2018. Jumlah populasinya sebesar 49 perusahaan dan jumlah sampel penelitian 
ini sebanyak 7 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dengan kriteria Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam 
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Perusahaan sampel dikendalikan oleh 
perusahaan asing dengan presentasi kepemilikan 20% atau lebih dan Perusahaan tidak 
mengalami kerugian selama periode pengamatan 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. 
Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban 
perpajakan sehingga alasan pajak menjadi tidak relevan. 
     Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses 
www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel dan menggunakan alat 
bantu aplikasi Eviews versi 9 yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau 
regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan pajak dan kepemilikan asing 
tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini mengindikasikan 
bahwa nilai ETR (effective tax rate) dan presentase kepemilikan asing dalam suatu 
perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan dalam 
menerapkan transfer pricing, karena banyak hal yang perlu diperhatikan perusahaan 
mengingat bahwa aturan-aturan pemerintah mengenai transfer pricing semakin ketat. 
Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh keputusan transfer pricing sebesar 
4,36% sedangkan sisanya sebesar 95,64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 
tidak terdaapat dalam penelitian ini.  
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A. Penegasan Judul 
     Penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas 
dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalah pahaman terhadap 
pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi “Pengaruh 
Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam 
Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan 
yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 
2014-2018)”. Maka akan dijabarkan terlebih dahulu istilah-istilah penting yang 
terdapat pada judul skripsi ini. 
1. Pajak merupakan sumbangan warga negara ke kas negara berlandaskan 
undang-undang, sehingga dalam pemungutannya bersifat memaksa dengan 
tanpa mendapat imbalan secara langsung. Pemerintah memungut pajak 
berdasarkan pedoman hukum yang telah ditetapkan untuk membiayai 
berbagai pengeluaran negara demi tercapainya kesejahteraan warga Negara.
1
 
                                                             
      
1




2. Kepemilikan Asing adalah hak atas saham perusahaan yang dimiliki oleh 
perorangan atau institusional asing atau yang berstatus luar negeri.
2
 
3. Transfer Pricing  adalah penentuan harga yang terkandung pada masing-
masing produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang 




B. Alasan Memilih Judul 
     Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
     Perusahaan multinasional yang salah satu tujuannya untuk memperluas 
pangsa pasar ternyata memiliki permasalahan. Setidaknya terdapat tiga 
permasalahan yang dihadapi perusahaan multinasional, yaitu perbedaan 




     Transaksi.yang terjadi dalam perusahaan multinasional tentunya akan 
melibatkan anggota grup dari berbagai divisi atau negara. Penentuan harga 
atas berbagai transaksi di perusahaan multinasional disebut dengan transfer 
                                                             
     
2
Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran 
Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing”, Jurnal Online 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 543. 
      
3
Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo, “Tax Minimization Sebagai Pemoderasi 
Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Convenant Dengan Keputusan 
Transfer Pricing”,  Journal of Islamic Finance and Accounting,  Vol. 1 No. 1,  (2018) , h. 64.  
      
4






 Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan 
istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering 
diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser laba 
antar perusahaan dalam satu grup. Otoritas pajak menyebutkan, transfer 
pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga 
dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan 




2. Alasan Subjektif 
a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis                      
pelajari di program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
b. Tersedia banyaknya referensi pendukung dari jurnal maupun skripsi, 
sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 
kedepannya dan bahan-bahan serta literatur yang diperlukan dalam 





                                                             
      
5
Adrian Sutedi, Hukum…, h.123.  
      
6
Zerni Melmusi, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan 




C. Latar Belakang 
     Globalisasi yang terjadi saat ini membawa berbagai dampak di segala bidang, 
salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. 
Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan 
antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber 
daya manusia antarnegara.
7




     Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi 
dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan 
usaha mereka dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara 
di dunia, yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan 
menumbuhkembangkan pangsa pasar (market share). Para pemilik bisnis 
membentuk perusahaan multinasional melalui anak perusahaan dan cabang 
perusahaan untuk mengembangkan bisnis di beberapa negara dengan melakukan 
berbagai investasi dan transaksi yang berskala internasional.
9
 
                                                             
      
7
Machfirah Aplilia Rezky dan Fachrizal, “Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, 
Laverage, dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing, JIMEKA, Vol. 3, No. 3 (2018), 
h. 401. 
      
8
Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, “Pengaruh Perencaan Pajak, Tunnneling Incentive Dan 
Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
Memiliki Hubungan Istimewa” , Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 
64. 
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     Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal 
namun memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia
10
. 
Alasan utama yang mendorong munculnya perusahaan multinasional adalah 
untuk memperluas pangsa pasar, pencarian sumber bahan baku,  pencarian 
teknologi baru, mencapai efisiensi, menghindari peraturan atau kebijakan 
pemerintah serta diversivikasi.
11
 Berkembangnya korporasi multinasional tentu 
membawa permasalahan khusus yang akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu 




     Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar 
anggota atau divisi, salah satunya ialah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar 
transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau 
antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas 
berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan 
transfer pricing/ harga transfer.
13
 Transfer pricing adalah suatu kebijakan 
perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, 
harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.  
                                                             
      
10
Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h. 254.  
      
11
Adrian Sutedi, Hukum…, h.122. 
      
12
Ibid., h.122. 
      
13
Anita Wahyu Indrasti, “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Debt Covenant 




     Transfer pricing diindikasikan sebagai masalah utama dalam perpajakan yang 
dihadapi oleh korporasi multinasional.
14
 Motivasi transfer pricing di Indonesia 
terkait dengan beberapa hal yaitu pengurangan objek pajak terutama pajak 
penghasilan, pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, 
penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau 
proteksi terhadap saingan impor, mempertahankan sikap low profile tanpa 
mempedulikan tingkat keuntungan usaha, mengamankan perusahaan dari tuntutan 
atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, 
memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.
15
 
     Hubungan Istimewa akan timbul dalam lingkungan korporasi multinasional 
dimana transaksi terjadi antar sesama divisi dalam perusahaan. Hal tersebut dapat 
menimbulkan adanya perilaku praktik transfer pricing untuk penghindaran pajak, 
karena dilakukan dengan pihak berelasi maka penetapan harga dapat terjadi 
secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan cara menaikkan harga atau 
menurunkan harga.
16
 Perusahaan multinasinoal dapat memanfaatkan celah 
peraturan perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak dengan melakukan 
transfer pricing dengan memindahkan keuntungan yang didapat ke perusahaan 
                                                             
      
14
Adrian Sutedi, Hukum…, h.123. 
      
15
Ibid., h. 123. 
      
16









     Perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya yang mencakup 
perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar 
efisien, tujuan utamanya adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh 
dalam koridor perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah 
yang minimal. Dalam tax planning ada tiga macam cara yang dapat dilakukan 
untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu penghindaran pajak (tax 




     Penghindaran pajak dapat terjadi dengan berbagai faktor pendorong salah 
satunya adalah adanya negara-negara yang menerapkan.tarif pajak sangat rendah 
atau tax haven, sehingga dapat mengakibatkan korporasi multinasional 
berinvestasi ke negara tax haven. Faktor lain yang juga dilakukan perusahaan 
dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek transfer pricing. 
Transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak 
yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.
19
 Transfer 
Pricing merupakan salah satu skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan 
multinasional untuk penghindaran pajak dalam konteks perpajakan 
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 Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan 
semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan transfer pricing dalam 
rangka menekan jumlah beban pajak tersebut.
21
 
     Dalam menghadapi skema untuk penghindaran pajak, pemerintah suatu negara 
menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus dan 
umum. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi transaksi yang bertujuan untuk 
penghindaran pajak.
22
 Di Indonesia transfer pricing diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan 
tersebut memuat beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang 
menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan 
koreksi dalam transaksi yang tidak wajar.
23
 
     Ketidaksiapan oleh negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis 
global ini akan menyebabkan terjadinya bias dan loop hole dalam aturan 
pengenaan pajak. Akibat dari hal ini adalah terjadinya peluang base erosion and 
profit shifting (BEPS) atau pengalihan keuntungan yang dimanfaatkan oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional untuk tidak membayar pajak atau 
membayar pajak namun dalam jumlah yang kecil.
24
 Peluang base erosion and 
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profit shifting (BEPS) ini dapat mengakibatkan kasus praktik transfer pricing 
setiap tahunnya semakin meningkat. Berikut ini data perkembangan kasus praktik 
transfer pricing dari tahun 2016 – 2018 : 
 
Gambar 1 
Perkembangan kasus praktik transfer pricing tahun 2016 – 2018 
Sumber: diolah dari data Organisation for Economic Co-operation and 
Development (2018)  
 
     Berdasarkan data di atas, dapat diketahui kasus transfer pricing setiap tahun 
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 616 kasus kemudian pada 
tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 26% menjadi 779 kasus. 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
mengungkapkan dalam The 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistic 
bahwasanya kasus transfer pricing setiap tahun semakin meningkat, 




















pada tahun 2018. Dengan rata-rata waktu penyelesaian lebih banyak sekitar 33 
bulan atau lebih lama dari tahun sebelumnya 30 bulan.
25
 
     Praktik transfer pricing sering dilakukan dengan cara memperkecil harga jual 
dan memperbesar harga beli dan antara perusahaan dalam satu grup dan 
mengalihkan keuntungan yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di 
Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak 
dalam suatu Negara makan akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan 
melakukan transfer pricing. Namun karena belum tersedianya peraturan yang 
baku maka pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib 
pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin 
termotivasi untuk melakukan transfer pricing.
26
 
     Selain alasan pajak, praktik transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh alasan 
non pajak (non tax motive) yaitu kepemilikan asing. Perusahaan multinasional 
adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki cabang 
atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia.
27
 Perusahaan multinasional 
merupakan sumber dari penanaman modal asing langsung yang tentu investasinya 
didominasi oleh kepemilikan asing. Hal ini sejalan dengan motivasi perusahaan 
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melakukan transfer pricing yang salah satunya yaitu pelonggaran pengaruh 
pembatasan kepemilikan luar negeri.
28
 
     Sebagian besar perusahaan di Asia mempunyai struktur kepemilikan yang 
terpusat.
29
 Dalam struktur kepemilikan yang terpusat, pemegang saham 
pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali 
dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding 
pemegang saham non pengendali atau saham biasa sehingga pemegang saham 




     Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang 
memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara 
individu, pemerintah, maupun pihak asing.
31
 Ketika kepemilikan saham 
didominasi oleh pemegang saham pengendali asing, maka pengendali asing 
memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam 
perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga 
maupun jumlah transaksi transfer pricing.      
     Perusahaan multinasional yang investasinya didominasi oleh kepemilikan 
asing di negara sumber seperti Indonesia, sebagian besar terjadi di sektor 
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 Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan di Indonesia, 
banyak dikontrol oleh negara asing karena adanya kesenjangan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia, teknologi dan pendanaan untuk pemanfaatan sumber 
daya alam tersebut sehingga harus memanfaatkan sumber dari luar negeri.
33
 
     Sektor pertambangan diindikasikan merupakan sektor yang paling rawan 
terhadap manipulasi transfer pricing, karena didominasi oleh kepemilikan asing 
dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan 
perusahaan luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bisnis.com Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak 
tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun yang diduga sebagai 
dampak dari manipulasi praktik transfer pricing. 
34
 
      Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil tentang pajak, sebagaimana firman 
Allah dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29: 
                       
                   
              
Artinya:  
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 
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diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 




     Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa jizyah itu tidak 
dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan misalnya seperti orang-orang 
Majusi. Pendapat ini dianut oleh Imamasy-syafi’i dan Imam Ahmad dalam 
riwayatnya yang masyhur.
36
 Sedangkan Abu Hanifah berpendapat jizyah dipungut 
dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab. 
Sementara Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan memungut jizyah dari 
semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.
37
 
     Dari ayat di atas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah jizyah (pajak) 
sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam 
sebagai bayaran jaminan keamana dan ketika jizyah (pajak) tersebut diwajibkan 
kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang 




     Menurut para ulama diperbolehkan untuk memungut pajak dengan alasan 
utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 
tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran 
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itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah 
kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushulfiqh 
menyebutkan bahwa: Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (suatu 




     Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing terjadi karena adanya 
permainan harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di 
antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang 
sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang 
perusahaannya yang berada di tax-haven country, sehingga pajak yang dibayar 
menjadi kecil.
40
 Jika transaksi rekayasa untuk penghindaran pajak pada transfer 
pricing dalam menaik-turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan 
harga pembelian (impor) terjadi, ini tergolong perbuatan yang zalim, karena telah 
merugikan pemerintah. 
     Pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya 
kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada transfer 
pricing memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), 
karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, 
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tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya 
pendapatan negara dari sektor pajak.
41
 
     Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 90 yang 
menerangkan tentang perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan arogansi di 
dalam kehidupan: 
                        
                    
 
Artinya : 
”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 




     Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Ta’ala memberitahukan bahwa Dia 
memerintahkan hamba – hamba Nya utuk berbuat adil, yakni mengambil sikap 
tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.
43
 
Dapat diartikan bahwa transfer pricing tidak diperbolehkan jika dilakukan untuk 
perbuatan yang zalim seperti penghindaran pajak, yang dapat mengurangi 
pendapatan negara dari sektor pajak. 
     Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah perusahaan pertambangan 
yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Salah satu 
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parameter kinerja pasar saham syariah di Indonesia adalah ISSI. “Konstituen ISSI 
adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke 
dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Konstituen ISSI akan diseleksi kembali sebanyak dua kali setahun.
44
 
     Dengan adanya review ini, emiten dalam ISSI telah dipastikan oleh OJK tidak 
memiliki portofolio yang tidak halal, karena salah satu kriteria pemilihan saham 
syariah adalah emiten tidak menjalankan bisnis yang bertentangan dengan prinsip 
syariah, seperti perjudian, bank dan perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga, 
bisnis minuman beralkohol dan bisnis yang menjalankan unsur suap.
45
 Sehingga 
penelitian ini menggunakan subjek perusahaan pertambangan yang tergabung 
dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) agar sesuai dengan prinsip syariah. 
Penelitian ini menggunakan rentang data 5 tahun karena pada tahun 2016-2018 
terjadi kenaikan kasus transfer pricing yang cukup signifikan. 
     Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap 
Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada 
Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)”. 
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D. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas  penulis mengambil 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan 
Transfer Pricing? 
2.  Bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan 
dalam Melakukan Transfer Pricing? 
3. Bagaimana pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan 
Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing? 
4. Bagaimana pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan 
Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing dalam Perspektif Islam? 
 
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
     Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk menemukan, 
menguji serta mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian 
rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan dalam 
Melakukan Transfer Pricing. 
b. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan 




c. Untuk mengatahui pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap 
Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing. 
d. Untuk mengatahui pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap 
Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing dalam 
Perspektif Islam? 
 
2. Manfaat Penelitian 
     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-
pihak terkait dimana manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai 
bahan penelitian selajutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi 
perkembangan studi bidang akuntansi dan perpajakan dengan 
memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
perusahaan dalam melakukan Transfer Pricing. 
2) Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan 
akuntansi, khususnya mengenai Pajak, Kepemilikan Asing dan 
Transfer Pricing.  
3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu 
pengetahuan terutama mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing 




b. Manfaat Praktis 
1) Regulator, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berhubungan 
dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan yang telah 
dikeluarkan mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap 
Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing di 
Indonesia. sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun 
penyelewengan terhadap kebijakan harga transfer di Indonesia. 
 
2) Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan 
Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing di Indonesia. Sehingga 
dapat membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah 








A. Kajian Teori 
1. Teori Agensi (Agency Theory) 
     Teori agensi menjelaskan mengenai kontrak antara prinsipal, yaitu pihak 
yang mempekerjakan pihak lain yang disebut dengan agen yang melibatkan 
pendelegasian pembuatan keputusan. Teori keagenan juga merupakan suatu 
teori ekonomi yang melatarbelakangi adanya perbedaan konflik kepentingan 
dalam perusahaan atau organisasi.
46
 
     Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak 
agen dan pihak prinsipal, dimana dalam hal ini pihak agen adalah manajer 
perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan 
dalam menjalankan perusahaan dan pihak prinsipal, yaitu pemilik perusahaan 
atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola 
jalannya perusahaan. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) 
menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa, prinsipal 
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     Teori agensi memperkirakan adanya perbedaan keinginan antara 
manajemen dengan pemegang saham yang mengakibatkan adanya 
permasalahan, dimana manajer lebih memprioritaskan keuntungan bagi 
perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan keuntungan dari pemegang 
saham.
48
 Transfer pricing dipengaruhi oleh faktor yang merupakan cerminan 
dari ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara manajemen level 
atas dari perusahaan dan dari manajer divisi seperti standarisasi produk, 
investasi asing, dan perbedaan pajak antar divisi.
49
  
     Pada kasus transfer pricing dapat terjadi jika terdapat transaksi antar 
entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi peluang 
transaksi dengan entitas terkait yang menyebabkan terjadinya benturan 
kepentingan, hal ini sesuai dengan teori agensi. Pada perusahaan tertentu 
yang memiliki banyak divisi dalam satu grup tentu akan memiliki berbagai 
kepentingan yang bertentangan dengan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini 
dapat membuat pemegang saham menjadi rugi, hal ini dikarenakan 
pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan 
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2. Transfer Pricing 
a. Definisi Transfer Pricing 
     Menurut OECD (Organization For Economic Coorperation and 
Development), transfer pricing adalah: “Price at which a company 
undertakes any transactionswith associated enterprise. When a company 
transfer goods, intangible property or services to a related company, the 
prices charged is defined as a transfer price.”
51
 
     Transfer pricing dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan 
harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak dalam perusahaan yang 
mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktek bisnis, transfer pricing 




     Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam 
menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, aset tak 
berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba 
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 Transfer pricing adalah harga atau nilai jual khusus yang 
digunakan perusahaan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat 




Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
PER32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi 
antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
55
 Sedangkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
213/PMK.03/2016, transfer pricing adalah penentuan harga dalam 
transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.
56
 
     Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
transfer pricing merupakan suatu keputusan mengenai penentuan harga 
atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan 
istimewa untuk memaksimalkan laba sesuai dengan prinsip kewajaran. 
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b. Motivasi Transfer Pricing 




1) Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan,  
2) Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri,  
3) Penurunan pengaruh depresiasi rupiah,  
4) Menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan 
impor,  
5) Mempertahankan sikap low profile tanpa mempedulikan tingkat 
keuntungan usaha,  
6) Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau 
kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, dan 
7) Memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.  
 
c. Metode Transfer Pricing dan Penentuan Harga Pasar Wajar (Arm’s 
Length Price) 
     Secara umum terdapat 5 (lima) metode transfer pricing, antara lain:
58
 
1) Comparable uncontrolled price method (CUP) 
     Comparable uncontrolled price method (CUP) atau metode 
perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan 
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istimewa adalah metode peetuan harga transfer, yang dilakukan 
dengan membandingkan harga dalam transaksi, yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau 
keadaan sebanding. 
2) Resale Price Method (RPM) 
     Resale Price Method (RPM) atau metode harga penjualan kembali 
adalah metode penentuan harga dalam transaksi suatu produk yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba 
kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan resiko atas 
penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak 
mempunyai hubungan istimewa. 
3) Cost Plus Method (CPM) 
     Cost plus method (CPM) atau metode biaya-plus adalah metode 
penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan 
tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari 
transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubugan istimewa, atau 
tingkat laba kotor yang wajar yang diperoleh perusahaan lain dari 
transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubugan 
istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip  





4) Profit Split Method (PSM) 
      Profit split method (PSM) atau metode pembagian laba adalah 
metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional 
(transactional profit method based). Dilakukan dengan 
mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi 
oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, 
dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi 
memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, 
dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak 
mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode 
kontribusi (contribution profit split method) atau metode sisa 
pembagian laba (residual profit split method).  
5) Transactional Net Margin Method (TNMM) 
     Transactional net margin method (TNMM) atau metode laba bersih 
transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan 
dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, 
penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara 
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan presentase 
laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengna 
pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau presentase 




dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa 
lainnya.   
     Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menentukan harga 
pasar wajar (Arm’s Length Price). Tujuan dari metode-metode tersebut 
adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi antara perusahaan-
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa telah memenuhi harga 




d. Hubungan Istimewa 
     Praktik transfer pricing dapat terjadi jika perusahaan melakukan 
transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. 
Pengertian hubungan istimewa diatur dalam Undang-undang Pajak 
Penghasilan. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 
cakupan hubungan istimewa terjadi apabila:
60
 
1. Ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung 
minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya.  
2. Wajib pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 
Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
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3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda salam 
garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.  
     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 
(Penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan 
pihak lain, atau mempunyai pengaruh yang signifikan atas pihak lai dalam 
mengambil keputusan.
61
 Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban 
antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa 
menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan terlebih dahulu. 
 
e. Pengaturan Praktik Transfer Pricing di Indonesia 
1. Undang-undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
     Dalam Hukum Positif di Indonesia ketentuan transfer pricing 
secara umum diatur dalam Pasal 18, Undang-undang Nomor 36 Tahun  
2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH). Direktur Jenderal Pajak 
berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai 
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dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh 
hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga 
antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, 
metode biaya‐ plus, atau metode lainnya.62 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
     Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyebutkan 
dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban 
menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung 
bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai 




3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang 
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha  Antara Wajib 
Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa 
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     Transfer Pricing diselenggarakan oleh Wajib Pajak  sebagai dasar 
penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length 
Principle). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpedoman pada 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang 
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha  Antara Wajib 
Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam 
Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Harga Wajar atau laba Wajar 
adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi 
sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau 
laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
64
 
     Dalam mengidentifikasi penerapan Prinsip dan Kelaziman Usaha 
yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 
Hubungan istimewa dilakukan dengan sebuah analisis. Dalam Pasal 1 
angka 7 disebutkan Analisis Kesebandingan adalah analisis yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi 
dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan 
kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak 
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mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas 
perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.
65
 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.03/2016 tentang Jenis 
Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh 
Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang 
Mempunyai Hubungan Istimewa 
     Atas dasar peraturan tersebut di atas, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 213/PMK.03/2016, mewajibkan semua pihak baik domestik 
maupun luar negeri yang melakukan transaksi afiliasi untuk 
menerapkan Arm’s Length Principle.
66
 Praktik Transfer Pricing erat 
kaitanya dengan Hubungan Istimewa antar wajib pajak. Ketentuan 
tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, menyebutkan bahwa Penentuan 
Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi.
67
 
Transaksi Afiliasi yaitu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan 
Pihak Afiliasi, dan Pihak Afiliasi dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan 
yaitu sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan 
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 Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut menyatakan bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer 
adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar  
penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan  





a. Definisi Pajak 
     Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak adalah sumbangan wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berlandasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
70
       
     Pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.
71
 Pajak merupakan kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan 




     Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 




     Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan 
yang telah memenuhi persyaratan kepada suatu negara dengan tujuan 







                                                             
      
72
Zerni Melmusi, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus…, h 3. 
      
73
Siti Khusnul Khotimah, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing”, Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 




b. Fungsi Pajak 




1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Berfungsi sebagai sumber pendapatan negara atas pembiayaan-
pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengeluaran Negara ”. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Berfungsi sebagai pengaturan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah 
dalam suatau Negara dalam bidang sosial dan ekonomi. 
 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
     Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:
75
 
1) Official Assessment System  
     Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan 
kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah 
pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
wajib pajak bersifat pasif sedagkan fiskus bersifat aktif. Menurut 
sistem ini pula utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan fiskus 
dan pajak. 
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2) Self Assesment System 
     Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak 
harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 
jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas 
melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan 
wajib pajak. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ajaran 
timbulnya utang pajak, maka sistem ini sesuai dengan timbulnya utang 
pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak timbul apabila 
terdapat penyebab yang menimbulkan utang pajak. 
3) With Holding System 
     Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak 
terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang 
dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan 
pemerintah. 
 
d. Definisi Pajak Penghasilan Badan 
     Menurut Undang-Undang Perpajakan, badan adalah sekumpulan orang 
atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 




organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, 





e. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 
1) Penetapan Penghasilan Kena Pajak 
     Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), 
yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. 
Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. 
Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung 
sebesar penghasilan neto.  
Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan neto 
 
Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PKP 
tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Apabila 
penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian, 
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun 
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2) Ketentuan Tarif PPh Badan 
     Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan 
adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih 
rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri 
dengan ketentuan sebagai berikut:
78
 
a) Berbentuk perseroan terbuka. 
b) Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor 
dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 











                                                             






4. Kepemilikan Asing 
     Penanaman Modal Asing (PMA) sekarang ini semakin ramai dibicarakan, 
mengingat bahwa untuk menujang kelangsungan pembangunan nasional 
membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak 
mungkin mencukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan inilah 
yang semakin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin 
menarik penanaman modal asing ke Indonesia. 
79
 
     Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan globalisasi di 
bidang investasi adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan 
Surat Keputusan Manives/Ka BKPM Nomor 15 tahun 1994. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dan kebebasan yang 
lebih besar terhadap kegiatan penanaman modal antara lain :
80
 
a. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat berbentuk usaha 
patungan antara modal asing dengan warga negara Indonesia atau 
langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri. 
b. Penjualan saham perusahaan PMA kepada pihak Indonesia berdasarkan 
kesepakatan. 
                                                             
      
79
Syprianus Aristeus, Penelitian hokum tentang peranan hokum investasi di Indonesia dalam era 
globalisasi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), h. 70. 
      
80
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang 




c. Bagi sembilan bidang usaha yang tergolong penting bagi Negara dan 
menguasai hajat hidup masyarakat yaitu pelabuhan, produksi, transmisi, 
dan distribusi tenaga listrik untuk umum seperti telekomunikasi, 
pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga 
atom dan media masa, perusahaan PMA yang dibentuk harus merupakan 
perusahaan patungan. 
d.  Pembebasan batas minimal jumlah investasi yang akan ditanamkan. 
e. Persyaratan investasi ditiadakan bagi perusahaan PMA, kecuali dalam 
jumlah presentase yang kecil. 
f. Perusahaan PMA baik yang patungan maupun yang telah mendapat izin 
sebagaimana badan hukum di Indonesia, sehingga diperkenankan 
mendirikan perusahaan baru sebagaimana perusahaan PMA dengan patner 
asing baru. 
g. Pembelian saham nasional yang telah atau belum berproduksi komersial, 
badan asing atau warga nagara asing melalui pasar modal dalam negeri 
atau pemilikan langsung atau pasar modal dalam negeri. 
h. Izin usaha PMA ditetapkan selama 30 tahun dimulai sejak perusahaan 
berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usaha dan dapat 
diperbaharui sepanjang perusahaan masih tetap menjalankan usahanya 
yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. 
     Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan 




perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian 
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
81
 Mengacu pada pasal diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi 
saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, dan 
pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. 
     Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 
menyebutkan, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
maupun yang berpatungan dengan penanaman modal asing tersebut maka 
akan timbul kepemilikan asing.
82
 
     Perusahaan Indonesia banyak yang menggunakan struktur kepemilikan 
yang terpusat. Struktur kepemilikan terpusat cenderung menimbulkan konflik 
kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan 
pemegang saham non pengendali.
83
 Pemegang saham non pengendali 
mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen 
karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan 
memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang 
saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga 
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5. Sistem Perpajakan dalam Islam 
     Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan 
terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, 
tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian 




     Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan 
salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang 
diperoleh dari musuh tanpa perang (fay), harta wakaf, barang temuan 
(luqatah), dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam 
yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak tanah), dan ushur (pajak atau bea 
cukai atas barang ekspor dan impor).
86
  
     Pertama, jizyah  (pajak kepala). Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari 
orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas 
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jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.
87
 
Pemungutan jizyah disyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 29: 
                       
                   
              
Artinya:  
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 




     Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa jizyah itu tidak 
dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan misalnya seperti orang-orang 
Majusi. Pendapat ini dianut oleh Imamasy-syafi’i dan Imam Ahmad dalam 
riwayatnya yang masyhur.
89
 Sedangkan Abu Hanifah berpendapat jizyah dipungut 
dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab. 
Sementara Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan memungut jizyah dari 
semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.
90
 Jizyah 
diwajibkan atas orang laki-laki, baligh, dan berakal. Dan yang dikenakan jizyah 
adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya 
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kadar jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai 
dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.
91
 
     Kedua, kharaj (pajak tanah). Kharaj adalah uang yang dikenakan terhadap 
tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti 
jizyah yang dasar hukumnya ditentukan oleh nas, kharaj didasarkan pada ijtihad, 
karena kharaj ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW tetapi mulai digali 
pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ra.
92
 Menurut sebagian ulama, kharaj 
diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar kharaj, jumlah 




     Ketiga, ushur (pajak perdagangan/bea cukai). Ushur menurut bahasa berarti 
sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, ushur berarti pajak yang dikenakan 
pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya 
dapat berupa uang dan barang.
94
 Bea Cukai barang impor mulai dikenal atas 
keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-
sahabatnya yang menjadi anggota Dewan Syura-nya. Keputusan Umar ini bertitik 
tolak dari datangnya surat dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy’ari yang 
menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang 
dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea 
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masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea 
impor ini adalah ijtihad.
95
 
     Pemerintahan pada masa Rasulullah jizyah (pajak) sebenarnya diwajibkan bagi 
orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan 
keamana dan ketika jizyah (pajak) tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, 
para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat 
didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.
96
 
     Menurut para ulama diperbolehkan untuk memungut pajak dengan alasan 
utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 
tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran 
itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah 
kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushulfiqh 
menyebutkan bahwa: Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (suatu 








                                                             
      
95
A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, h. 237. 
      
96
Dicki Hartanto, Manajemen Keuangan Perusahaan Tinjauan Integratif, (Pekanbaru: CV. MPS, 
2014), h. 110. 
      
97




B. Tinjauan Pustaka 
     Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau 
kajian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian 
sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan 
dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:      
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu 
Nama Judul Variabel (Y) 
dan (X) 
Hasil 
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     Hasil tinjauan pustaka terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian, berikut merupakan perbedaan antara penelitian saat ini dan 
penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini :      
1. Diah Fitri,  Nur Hidayat dan T. Arsono tahun 2019 dengan judul penelitian 
The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on 
Transfer Pricing Decision. Penelitian ini menggunakan variabel transfer 
pricing, manajemen pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing dengan 
menggunakan sampel sebanyak 76 perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014
98
. Penelitian saat 
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak 
pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel 
independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain itu perbedaannya 
terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 
sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham 
Syariah Indonesia periode 2014-2018. 
2. Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, dan Victorina Z. Tirayoh tahun 
2018 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing 
Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini 
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menggunakan variabel transfer pricing, pajak dan kepemilikan asing. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 141 perusahaan sektor manufaktur dan dengan 
menggunakan metode purposive sampling melalui kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan, diperoleh 27 perusahaan sampel. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu arsip laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode 
pelaporan tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 
dan menggunakan metode adalah regresi linear berganda
99
. Penelitian saat ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak 
pada terletak pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 
7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham 
Syariah Indonesia periode 2014-2018. 
3. Thesa Refgia tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, Mekanisme 
Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive 
Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang 
Listing di Bursa Efek Indonesia  Tahun 2011-2014). Penelitian ini 
menggunakan variabel transfer pricing, pajak, mekanisme bonus, ukuran 
perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive dengan 52 sampel 
perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing  di Bursa Efek 
Indonesia  tahun 2011-2014
100
. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian 
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sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen 
dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan 
kepemilikan asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel 
penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan 
sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 
periode 2014-2018. 
4. Anita Wahyu Indrasti tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, 
Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan 
Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. Penelitian ini menggunakan 
variabel transfer pricing, pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt 
covenant dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan sampel akhir 26 perusahaan dalam 104 pengamatan 
dari 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah binary logistic 
regression
101
. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti 
saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan 
asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana 
penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan 
yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018. 
5. Zerni Melmusi tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, 
Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
                                                             




Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic 
Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian 
ini menggunakan variabel transfer pricing, pajak, mekanisme bonus, 
kepemilikan asing dan ukuran perusahaan dengan sampel sebanyak 14 
perusahaan dari 30 perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 
dan hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan Cross-section random 
effects
102
. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana 
letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini 
menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain 
itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat 
ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 
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C. Kerangka Berpikir 
     Kerangka berpikir merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang 
tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara 
sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari 
serangkaian masalah yang ditetapkan.
 103
 Kerangka berpikir dirancang agar dapat 
lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh 
pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan 
transfer pricing karena kerangka berpikir merupakan suatu hubungan dari konsep 
satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir 
terdiri dari variabel dependen dan variable independen dari sebuah penelitian. 
     Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori diatas maka diperoleh 
kerangka pikir sebagai berikut: 
Gambar 2 
Kerangka Berpikir 
Sumber : Data diolah sendiri (2020) 
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Transfer Pricing (Y) 
       Berpengaruh Secara Parsial 





D. Hipotesis  
     Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan 
pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
104
 Penentuan hipotesis 
sendiri berdasarkan pada kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka 
berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Pajak terhadap Transfer Pricing 
     Pajak merupakan sumbangan wajib rakyat kepada kas negara berlandaskan 
undang-undang dan dipaksakan pemungutannya dengan tidak mendapat balas 
jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan aturan hukum 
yang berlaku untuk membiayai pengeluran Negara untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat umum. 
105
 
     Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, kontribusi pajak dalam 
beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan sebagai pembiayaan nasional 
dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang 
tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan 
bangsa.
106
 Namun jika dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah dan para 
pengusaha memiliki dua persepsi yang berbeda. Pemerintah berusaha untuk 
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mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin maka para pengusaha 
berusaha untuk membayarkan pajak seminimal mungkin.
107
 
     Perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk 
meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Motivasi pajak dalam transfer 
pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara 
sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak 
terrendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau 
divisi perusahaan yang beroperasi.  
     Semakin tinggi tarif pajak dalam suatu negara maka akan semakin besar 
kemungkinan perusahaan memanipulasi transfer pricing untuk penghindaran 
pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa 
Sheirina Cahyadi bersama Naniek Noviari
108
, Evan Maxentia Tiwa bersama 
David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh 
109
, Thesa Refgia bersama Vince 
Ratnawati dan Rusli
110
, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak 
berpengaruh terhadap transfer pricing.  
     Hal ini menunjukkan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan 
untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban 
tersebut. Dalam praktik bisnis, umumnya manajer akan senatiasa berusaha 
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untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Maka berdasarkan uraian tersebut 
rumusan hipotesis yang diajukan : 
H1
 
: Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam 
melakukan Transfer Pricing. 
 
2. Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing 
     Kepemilikan Asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh 
perorangan atau institusional asing atau yang berstatus luar negeri.
111
 Di Asia 
kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terpusat, struktur 
kepemilikan yang terpusat cenderung menimbulkan konflik kepentingan 
antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham 
non pengendali. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang 
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok 
sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan 
dibandingkan dengan yang lainnya.
112
 
     Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang 
ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal 
tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali.
113
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Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing 
semakin kuat maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh 
yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, 
termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transfer pricing.  
     Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Diah Fitri 
bersama Nur Hidayat dan T. Arsono
114
, Thesa Refgia bersama Vince 
Ratnawati dan Rusli
115
, dan Anita Wahyu Indrasti
116
 hasilnya menyatakan 
bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini 
menunjukkan semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka 
semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan kebijakan 
perusahaan. 
     Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan : 
H2
 
: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 
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3. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. 
     Pajak merupakan iuran wajib rakyat terhadap negara, pajak juga 
merupakan sumber utama pendapatan negara. Ketika tarif pajak semakin 
tinggi dalam suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan 
memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara 
yang memiliki tarif pajak lebih rendah. 
     Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali 
asing semakin kuat maka pemegang saham pengendali asing memiliki 
pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam 
perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transfer 
pricing. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Fitri bersama 
Nur Hidayat dan T. Arsono
117
, Thesa Refgia bersama Vince Ratnawati dan 
Rusli
118
, dan Anita Wahyu Indrasti
119
 hasilnya menyatakan bahwa pajak dan 
kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Maka hipotesis 
yang diajukan : 
H3
 
:  Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan 
perusahaan dalam melakukan Transfer Pricing. 
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